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WALIKOTA PROBOLINGGO 

PROVINSI JAWA TIMUR 

 

SALINAN PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO 

NOMOR 145 TAHUN 2019 

TENTANG 

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH  

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2020 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

WALIKOTA PROBOLINGGO, 

 

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 273 ayat (2) dan 

(3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali 

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, 

Perangkat Daerah perlu menyusun Rencana Kerja Perangkat 

Daerah yang berpedoman pada Rencana Strategis Perangkat 

Daerah serta memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok 

sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai 

dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah;  

  b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 273 ayat (4) 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, dengan 

ditetapkannya Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 127 

Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 

2020, perlu adanya Penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah 

di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo Tahun 2020 dengan 

Peraturan Walikota; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286); 
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2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 

5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan 

Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 

Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4723);  

6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5234); 

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5679);  

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, 

Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan 

Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4817); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 

Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5887); 



3 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6322); 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah 

beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2011 Nomor 310); 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 

Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang 

Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi 

Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan 

Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 

dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta 

Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan 

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312); 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2019 tentang 

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 611); 

16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi 

Jawa Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa 

Timur Tahun 2009 Nomor 1 Tahun 2009 Seri E);  

17. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Timur Nomor 32 Tahun 2019 

tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa 

Timur Tahun 2020; 

18. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 11 Tahun 2013 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota 

Probolinggo Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota 

Probolinggo Tahun 2013 Nomor 11);  
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19. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

(Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 7, 

Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 24), 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota 

Probolinggo Nomor 5 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kota 

Probolinggo Tahun 2019 Nomor 5); 

20. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 6 Tahun 2019 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota 

Probolinggo Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kota 

Probolinggo Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah 

Kota Probolinggo Nomor 42); 

21. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 127 Tahun 2019 tentang 

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 (Berita Daerah 

Kota Probolinggo Tahun 2019 Nomor 127);  

 

MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT 

DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO 

TAHUN 2020. 

 

BAB I 

Ketentuan Umum 

Pasal 1 

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kota Probolinggo. 

2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan 

Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan daerah otonom.  

3. Walikota adalah Walikota Probolinggo. 

4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu 

Walikota dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi 

kewenangan Daerah.  

5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Probolinggo Tahun 

2019-2024 yang selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen perencanaan 

pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun dari Tahun 2019 sampai 

dengan Tahun 2024. 
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6. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah 

dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun, 

dalam hal ini RKPD Kota Probolinggo Tahun 2020.  

7. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra PD 

adalah dokumen perencanaan jangka menengah PD Kota Probolinggo untuk 

periode 5 (lima) tahun dari Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2024, dalam hal 

ini merupakan Renstra PD yang mengacu pada RPJMD Kota Probolinggo Tahun 

2019-2024; 

8. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah 

dokumen perencanaan PD untuk periode 1 (satu) tahun yaitu Tahun 2020. 

9. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat 

RKA-PD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program 

dan kegiatan PD serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya. 

 

BAB II 

KEDUDUKAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH 

Pasal 2 

(1) Renja PD disusun berpedoman kepada Renstra PD dan RKPD. 

(2) Renja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan menjadi pedoman dalam 

menyusun RKA-PD. 

 

BAB III 

PENGENDALIAN DAN EVALUASI 

Pasal 3  

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota 

Probolinggo melakukan verifikasi terhadap Renja PD untuk memastikan kesesuaian 

Renja PD dengan RKPD. 

  

BAB IV 

SISTEMATIKA PENULISAN 

Pasal 4 

(1) Sistematika penyusunan Renja PD terdiri dari :  

a. BAB I  :  Pendahuluan; 

b. BAB II :  Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu;  

c. BAB III :  Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah; 

d. BAB IV :  Rencana Kerja Dan Pendanaan Perangkat Daerah; dan 

e. BAB V   :  Penutup. 
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(2) Isi beserta uraian Renja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam 

Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan ini. 

 

Pasal 5 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo. 

   
 

Ditetapkan  di  Probolinggo 
pada tanggal 13 September 2019 

WALIKOTA PROBOLINGGO, 

Ttd, 

HADI ZAINAL ABIDIN 

 

Diundangkan di Probolinggo 

pada tanggal      13 September 2019 

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO, 

Ttd, 

ACHMAD SUDIYANTO 

 

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2019 NOMOR 145 

 

Salinan sesuai dengan aslinya 

KEPALA BAGIAN HUKUM, 

 

 

TITIK WIDAYAWATI, SH, M.Hum 

NIP. 19680108 199403 2 014 
 

 

 

 


